BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

1.

Pandangan mengenai anak diluar kawin menurut 3 sistem hukum yang
berlaku di Indonesia yakni : a) Hukum Adat, yang memandang bahwa
apabila seorang istri melahirkan anak sebagai akibat hubungan gelap
dengan seorang laki-laki bukan suaminya, maka si suami menjadi ayah
dari anak yang dilahirkan tadi, kecuali apabila suami berdasar alasan-
alasan yang dapat diterima oleh masyarakat hukum adat, menolaknya;
b) Hukum Islam memandang bahwa anak yang sah dilahirkan
sekurang-kurangnya enam bulan (177 hari) semenjak pernikahan orang
tuanya. Sehingga anak yang dilahirkan kurang dari waktu yang
dimaksud dianggap sebagai anak luar kawin; c¢) Hukum Perdata
Indonesia berpedoman bahwa Sahnya anak yang dilahirkan sebelum
hari yang keseratus delapan puluh dari perkawinan dapat diingkari oleh
si suami, sehingga anak yang dilahirkan sebelum waktu tersebut
dianggap sebagai anak diluar kawin. Dari berbagai pandangan tersebut
terdapat kesamaan dalam hal status dan kedudukan anak diluar kawin
bahwa anak luar kawin hanya mengikuti hubungan darah ibunya saja
kecuali seorang ayah mengakuinya atau dapat dibuktikan berdasarkan
ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum
ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya.

Perkawinan bagi umat Islam adalah sah apabila dilakukan menurut

hukum Islam. Dalam hukum Islam menetapkan rukun nikah yakni : (1)
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Calon mempelai laki-laki dan perempuan; (2) Wali dari calon mempelai
perempuan; (3) Dua orang saksi (laki-laki); (4) ljab dari wali calon
mempelai perempuan atau wakilnya; (5) Kabul dari calon mempelai
laki-laki atau wakilnya, rukun nikah mengharuskan adanya wali nikah
bagi mempelai wanita, hal ini menjadi sebuah permasalahan ketika
mempelai wanita adalah anak di luar nikah, berdasarkan penelitian di
Kantor Urusan Agama Kecamatan Limboto ini, menunjukan bahwa
Setiap kasus pernikahan yang melibatkan anak diluar nikah oleh Kantor
Urusan Agama Kecamatan Limboto telah di ambil alih kewenangan
ayah biologisnya untuk menjadi wali nikah yakni dengan menunjuk
wali hakim untuk menikahkan wanita tersebut.
B. Saran

Hasil dari penelitian ini telah dapat disimpulkan termasuk pula
permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat yang berkaitan
dengan perkawinan bagi anak diluar kawin oleh karena itu, dipandang perlu
untuk memberikan syarat bagi pihak-pihak terkait yakni :

1.  Pemerintah:

Sangat diperlukan adanya kesamaan pengaturan dari berbagai sistem
hukum yang berlaku di Indonesia mengenai perkawinan dan perwalian
sebab hal ini menyangkut struktur terkecil dan terpenting dalam nuansa
kehidupan, bermasyarakat di Indonesia yaitu keluarga, begitupula mengenai
hak dan kewajiban berbagai pihak menyangkut perkawinan dan perwalian

agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan dilapangan. Pemerintah
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dalam artian luas yakni eksekutif dan legislatif perlu meninjau kembali
mengenai permasalahan kewenangan ayah biologis untuk menjadi wali
nikah bagi anak diluar kawin. Sehingga terdapat kepastian hukum bagi para
pihak yang berkaitan dengan anak diluar kawin.
2.  Masyarakat

Pemerintah memang memiliki kewajiban untuk memberikan kepastian
hukum bagi masyarakatnya mengenai kewenangan ayah biologis untuk
menjadi wali nikah Namun tidak terlepas dari itu semua jauh lebih penting
bagi masyarakat sendiri untuk menanamkan dalam diri setiap orang dalam
lingkungan masyarakat bahwa hubungan antara laki-laki dan perempuan
adalah adalah ikatan yang suci yang seharusnya disatukan dalam ikatan
perkawinan yang sah dan legal menurut hukum sehingga permasalahan
mengenai anak diluar nikah tidak lagi menjadi permasalahan yang kompleks
dalam kehidupan masyarakat Indonesia.
3. Pembaca

Penelitian ini memang belum sempurna, akan tetapi dapat pula
menjadi pertimbangan untuk dijadikan acuan bagi para pembaca, khususnya
bagi akademisi hukum yang akan melakukan penelitian selanjutnya yang
berkaitan dengan pembahasan di dalamnya. Sehingga penelitian ini tidak
hanya berhenti begitu saja tanpa adanya solusi-solusi dimasa depan bagi
permasalahan yang kompleks mengenai anak luar nikah pada khususnya dan

keluarga pada umumnya.
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